BAB Il

SEJARAH DAN MATERI KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang permasalahan yang

berada dalam ,&HA &ku\N;llr_J @nya lebih dulu mengetahui

penge

ﬁf&&xa-

S! . tidaknya terdiri dari

ata Mlam diambil dari
kil

anng berarti
emng(an menjadi
atau_conipilatie dale a Belanda.

a m%di kompilasi,

Dalam Kamus

gan tersusun dan kutipan

Berdas p 1an-pe r@ rsx maka dapat diketahui
bahwa ditinjau dari segi @ timologi), kompilasi adalah kegiatan
pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai

buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian

kompilasi dari segi hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan

28 Abdul Muin and Ahmad khotibul Umam, ‘Eksistensi Kompilasi Hukum Islam’, Jurnal

Pendidikan Dan Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Wiralondra Indramayu, 1.1 (2016),

63-70.
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yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau
juga aturan hukum.

Adapun hukum Islam merupakan istilah yang biasanya dipakai untuk
menerjemahkan istilah Islamic law (Inggris), atau al-Figh al-Islami (Arab).

Dalam istilah fikih serlég p uler d1paka1 syari’at Islam. Di Indonesia

sendiri, istil t‘&,—g‘\
atau te@h d ngg @rapa definisi syariat

erung ma1]1 dipakai adalah hukum Islam,

'da da Definisi klasik

ana Z@syariat Islam

ada,'paw hambanya

Dg .............. Daikeyafie dung tuntutan (seru an@ larangan),

: _ A {efin atas, > ulam: ng kemudian

mgﬁﬁ‘a i ng cenderung isalnya definisi yang

dlkemu@ v ariat ada um yang ditetapkan

oleh Allah bag&éba -; b

ditetapkan dan d1per1ntahkan 0 eh Allah Swt baik berupa ibadah (puasa,

, atau hukum agama yang

shalat, haji, dan zakat dan seluruh amal kebajikan) atau muamalah yang

menggerakkan hidup manusia seperti jual beli, nikah, dan lain-lain.?

% Yusuf al-Qaradhawi, Dirasah fi al-Figh Magqashid al-Syari’ah baina alMaqashid Kulliyyah
wa al-Nushush al-Juz’iyah, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,
2017), hlm. 12: Ulasan Yusuf al-Qaradhawi lainnya dapat dilihat dalam, Yusuf al-Qaradhawi, Madhal
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Dapat dikemukakan, bahwa yang diartikan dengan kompilasi dalam
pengertian Kompilasi Hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman darin
berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh

para ulama’ figh yang biasa dipergunakan sebagai refrensi pada Pengadilan

Agama. Kemudian ber a pe d at ni dlkembangkan dan dihimpun
Impunan 1n11a akan Kompilasi.

kedalam satlg‘—,&a
. \ &@empakan Kompilasi
4

tenﬁgﬁl / cara‘ umum: ye \ sup la peraturan yang
, c angkan Egilasi Hukum

ah lijmgpnan kaidah

--------- hubungan sesa: amt Islam di
diri*ri:

hu

2. )II ----- isan
3. Bu\c%\tan :
B. Latar Belakalééu R@B@\rﬁm Islam

Setelah Indonesia merdeka, setidaknya ada 13 kitab fikih yang
ditetapkan sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui
Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18

februari 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-

li Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah, (Terj: Ade Nurdin, dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018),
hlm. 13.
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tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab

fikih yang berbeda-beda. Kitab-kitab tersebut antara lain sebagai berikut ;

1. Al-Bajuri;

2. Fathul Mu’in;

w

4. Al-Qal alli;

Akan tetapi peneta&- Qﬁtab fikih tersebut juga tidak berhasil

menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul
persoalam krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para

hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan

%0 Hikmatullah Hikmatullah, ‘Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum
Islam Di Indonesia’, Ajudikasi : Jurnal 1lmu Hukum, 1.2 (2018)
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.
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yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang
mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk
menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia. Tapi

dengan menetapkan 13 kitab tersebut setidaknya merupakan langkah konkrit

pemerintah dalam perk: ? ganwfum islam di Indonesia untuk menuju
kepastian da%‘&—(&n ukum. &
‘ﬂam m Islam terdapat

gsan Ketua Mahkamah

Agung dan MAX pRP l@&)\gS No. 07/KMA/1985 dan

No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan

Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek
kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa
proyek ini diadakan, yaitu :

1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di
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Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan
kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di
Pengadilan Agama;

2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran

pelaksanaan tugas, uls an tertlb administrasi dalam proyek
I

pemban%&k

slam mela densi, di pandang perlu

nann @m dari para Pejabat

bli onesia.’
eb;tdnasih belum

a hg,mﬂ membentuk

sini adalahW mtpﬁ 6 ari materinya berasal dari

aliran mazhab Syafi’i.

2. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Perkawinan (1974), maka undang-
undang tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh warga Indonesia (baik
umat agama Islam, Kristen, Budha dan agama lainnya), sehingga materi

figh munakahat yang sudah diatur di dalam undang-undang itu dinyatakan

%! Mahkamah Agung RI, L.
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sudah tidak berlaku lagi. Hanya saja, pada kenyataannya masih banyak
materi dalam figh munakahat yang justru belum dimuat dalam undang-
undang dan banyak materi yang lainnya diterapkan dalam perkawinan

Islam merurut figh munakahat itu.

w a kanyataan faktualnya saat itu
ga, tidak a& engamalan hukum nikah
Q fi’1. Sehingga dalam

i.mazh

chabl w : M dak padu. Karena
! raS@ndapat yang
=,

3. Ketentuan figh mun

e

masih b

mMa
'l

seraga sal% lasan dari beberapa
alasan lahlrnyAFf SJ ilan Agama adalah tidak

'ka
adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum atas

persoalan-persoalan yang mereka hadapi.
Dari sudut lingkup makna the ideal law, kehadiran Kompilasi Hukum

Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat

%2 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2014), him. 21-22.
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mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia,
terutama tentang : pertama, adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta
bahkan mengatur interaksi sosial, kedua, aktualnya dimensi normatif akibat

terjadinya ekplanasi fungsuonal ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya

tuntutan kebutuhan hukum, gtngsponsi struktural yang dini melahirkan
rangsangan %&?&sz aukum Islam ang keempat, alim ulama’
Si , (1:;? kesepakatan bahwa

----- Islam yang hidup

Indone nga

hu@ng 11 Indonesia da mu t membutuhkan
jawaban&%jﬂa o-und: ‘ i i

‘ =
yang akan dlgIAA)r} (_)P @&g&an perkara, maka kehadiran
Kompialsi Hukum Islam men; aggan atas semua persolan tersebut.
Betapa lebar jurang disparitas putusan-putusan Pengadilan Agama
selama ini. Hal ini terjadi disebabkan tidak adanya kitab hukum uang positif

dan unikatif. Akibatnya, terjadi penyelenggaraan fungsi peradilan yang jauh

%% Applied Mathematics, ‘Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam Di
Indonesia’, Media.Neliti. Com, 2016, 1-23.
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dari prinsip keadilan dalam pergulatan pertarungan penerapan kitab-kitab
fiqih. Demikian pula dengan kosongnya kitab hukum Islam yang berbentuk
positif dan unikatif, kehadiran dan keberadaan lingkungan Peradilan Agama

sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, belum memenuhi persyaratan,

pilarnya masih pincang ka§1 N:n dutopang kitab hukum yang resmi

secara otorit: f\,_(,

: 1m% yang dikemukakan
diadaka ukum Islam yang

Islam _di Pengadilam

ng dapat disebutkan

----- o leb —— yang
: kan*pembentukan

C. Su:Z?\ | K i
. ki d@pandang sebagai suatu

proses tranformasi h@Rs@%@\rﬂuk tidak tertulis ke dalam

peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua
tahap, pertama, tahapan pengumpulan bahan baku yang digali dari berbagai
sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, tahapan perumusan yang

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku da sumber
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hukum Islam (al-Qur’an dan as-Sunnah Rasul), khususnya ayat dan teks yang
berhubungan dengan subtansi Kompilasi Hukum Islam.**
Pendekatan perumusan Kompilsai Hukum Islam mengambil bahan

atau sumber utama dari al-Qur’an dan as-Sunnah, tetapi tetap diperlukan

langkah-langkah luwes yag mwcu kepada beberapa pemikiran dan
pengkajian. %‘\T‘ E > U

j rbanding 1 MEEA aiaggnya di negara-

T
3. Tahap III Aﬁp‘pﬁl@g@@mpﬂasi Hukum Islam dari

data-data tersebut

4. Tahap VI : Tahap penyempurnaan dengan mengumpulkan masukan
masukan akhir dari para ulama/cendekiawan Muslim seluruh Indonesia

yang ditunjuk melalui lokakarya.

% Mahkamah Agung R, 1. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan
Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Jakarta : Mahkamah
Agung RI, hal 22-25.
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Dalam hal ini kita akan lebih menguraikan tahap yang kedua
karena disana akan dijelaskan apa yang menjadi sumber dari penyusunan
Kompilasi Hukukm Islam. Secara lebih jelas pada tahap kedua tersebut akan

di uraikan sebagaimana berikut :

1. Jalur Kitab : denga u an kltab kitab hukum/kitab-kitab flgh,
A selama ini Qp en Agama diwajibkan

aie
ama, dikumpulkan,

' kM(emudlan kepada
akag ﬁk membuat

dan Banja

@g@\}dh diselesaikan dalam bulan
Ditambahkannya bahwa para ulama kita

baik perseorangan maupun golongan yang mewakili ormas-ormas Islam

Oktober dan November

yang ada telah memberikan support/dukungan dan partisipasi aktif dalam

jawaban atas questionaires yang kami ajukan. Jawaban-jawaban ini kami

himpun secara deskriptif.
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e

n

Jalur Yurisprudensi: Kita himpun putusan-putusan peradilan Agama dari
dulu sampai sekarang, yang masih bisa ditemukan dalam arsip-arsip
Pengadilan Agama Kkita, atau dari mana saja dan akan dibukukan untuk

mengakrabkan para Hakim Agama kita dengan Yurisprudensi, yang juga

merupakan sumber h kug
Jalur studi perb dlé' ggn g Kitm;tu@w eri, bagaimana penerapan
i 12 ita da%énerapkannya dengan

----- ' dWa latar belakang

ilan ;gtudi tentang

| 5
call

S _ . : . g . . L
.......... . i jalur.kitab, operasi lnymara singkat

ra lain ['anatut

hu

Sun hu i againya). é

Pelaksanaaw dWl@%@@apa Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) yang penandatanganan kerjasamanya dilakukan tanggal 19
Maret 1986 antara Menteri Agama dengan Rektor IAIN yang ditunjuk.
Dari kitab-kitab Fikih tadi, akan dirumuskan kesimpulan singkat pendapat

hukum sesuai rincian masalah yang disusun panitia.

% Ibid, hal 24
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Dalam penelitian Kitab-kitab Figh sebagai sumber kompilasi Hukum
Islam telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah/macam kitab figh yang
dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk yaitu :

1. TAIN Arraniri Banca Aceh : Al Bajuri, Fathul Mu'in, Syarqawi alat Tahrier,

Mughnil Muhtaj, Nihaya $ Nsy Syarqawi.
2. TAIN Syarr\@y Jakart ﬁ ?ahbm Tuhfah, Targhibul

\ v 8ludawanah
b %l/ armasin : ‘Oabul , W Wahab dengan

4 hy;ul ﬁwustarsyidin,

=,
: F@l Qadier, Al
*

tu Fatawi Ibn

arai

, Al Mughni, Al

n%yar 'iyah lis Sayid Sudaqah

arah Ibnu Abidin, Al Muwattha, Hasyiah

TAIN Alafmé\ij

Dakhlan, Nawab al
Syamsuddin Muh Irfat Dasuki;
7. TAIN Imam Bonjol Padang : Badai al Sannai, Tabyin al Hagqaiq, Al
Fatawi Al Hindiyah, Fathul Qadier, Nihayabh.
Bilamana kita melihat yang dibahas ternyata telah mengalami banyak

sekali perluasan dari masa-masa yang lalu. Misal-nya kitab-kitab dimaksud
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ternyata tidak hanya terbatas pada kitab-kitab figh Syafii saja, akan tetapi dari
Madzhab lain bahkan dari pemikiran aliran pembaharu seperti buku buku Ibn
Taimiyah. Ini menandakan bahwa sumber kitab figh Kompilasi Hukum Islam

semakin luas daripada sebelumnya yang hanya 13 kitab figh dan

semuanyapun bermazha S

Men%n‘\— l%ancara dapaC]@ ahwa menurut penjelasan
yang a@a{ ] B h Q dipilih sedemikian
m&%hi % - ? en@Uﬁmr diperkirakan

o a1 sa kan kepada
: ncg;a_qlilaksanakan

r1 kalangan

lama ini panitia

?)ptu d
pusat t%kat .

a: denga pertemukan mereka

awancarai mereka secara

terpisah jika cara pertama tidak mungkln dilaksanakan. Dari wawancara ini

untuk diwawancarai

juga diharapkan akan diperoleh saran-saran tentang pemakaian kitab dan
madzhab rujukan.

Berkenaan dengan masalah penggarapan melalui jalur yurisprudensi,
tidak banyak keterangan yang diberikan oleh para penulis mengenai

kompilasi. Dalam uraian mengenai Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum

59



Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Agama bahwa Penelitian
Yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan
Agama Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam

16 buku, yaitu :

1. Himpunan putusan §A/§A Nuku, yaitu terbitan Tahun 1976/1977,
1977/197@&’7&1 9°dan 1980/ 95(.] 1?
un%w, 1979/1980, dan

Ve

2. Hin@an fa

perbandz\ e beberape
bagaimana negAﬁegPRg

er%@*y\ukum Islam, yakni bidang-

bidang yang akan dikompilasi di Indonesia. Lokasi objek studi telah
ditetapkan beberapa negara antara lain Pakistan, Mesir dan Turki.
Kemungkinan besar, disebabkan terbatasnya dana, pelaksanaannya bisa

dipercayakan kepada mahasiswa yang ada di sana.
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Perumusan Kompilasi Hukum Islam dapat diperagakan secara

sederhana dalam gambar berikut ini.

SUMBER HUKUM TERTULIS

UU No. 22/1946
UU No. 1/1974
PP No. 9/19735
PP No. 28/1977

Qur’an
Hadis

l Hukum Barat
Kitab Figh (38)

Wawancara Ulama

KHI

Yurisprudensi
Studi Banding

Hukum Adat

Selanjutnya mengenain materi pokok dalam perumusan Kompilasi
Hukum Islam yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Materi pokok yang terdapat dalam buku I Kompilasi Hukum Islam

tentang hukum perkawinan meliputi penegasan dan penjabaran Undang-

undang No. 1 Tahun 1974, mempertegas landasan filosofis perkawinan,
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mempertegas landasan idiil perkawinan, penegasan landasan yuridis,
penjabaran peminangan, penguraian seara enumeratif rukun dan syarat,
pengaturan tentang mahar, pengahalusan dan perluasan larangan
pernikahan, memperluas ketentuan perjanjian kawin, mendefinitifkan
kebolehan kawm hamil. hg ebagalmana UU Nomor 1 Tahun 1974,

aturan p € awman atu 2glfan perkawinan, dan lain

n‘hﬁ ke II Kompilasi
;@ warna alam

Z pil 2 ; 3 , se,],mﬂmya hampir

D mempedomar i garis | nash d@ al-Qur’an,
*m i ii . an*laki-laki dan

oy~
NC]

meliputi, AZ m@g@\}engenal wakaf, pelenturan

benda dan tanah wakaf.

% Edi Gunawan, ‘Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam’, HUNAFA:
Jurnal Studia Islamika, 12.2 (2016), 281 <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.395.281-305>.
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D. Fungsi dan tujuan Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi Hukum Islam disusun dengan tujuan penyatuan
pemahaman hukum islam masyarakat Indonesia, artinya hukum islam yang

berjalan ditengah masyarakat dapat dijadikan patokan sehingga perlu untuk

menulis itu semua deng? at Nn atau undang-undang seperti KHI ini,

dan juga da(‘g%(&@k egara Indone n abene merupakan negara
' ga& dilan yang berada

..... ¢ 2 m Dengan begitu

an E@ setiap hakim

buku ao%ig

Huk Islam sebagai
ap % an Agama memiliki
tujuan sebagaixél\[ bepR BO
2

1. Melengkapi pilar Peradilan Agama. Pilar-pilar yang dimaksud adalah: a)
Adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-
undang. b) Ada organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melakukan
jalannya peradilan. ¢) Adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku

secara unifikasi.
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2. Menyamakan persepsi penerapan hukum. Dengan adanya KHI sebagai
kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan
yang berdisparitas. Dengan mempedomani KHI para hakim diharapkan

dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa

mengurangi kemu putusan putusan yang bercorak
porsmnal sec

@
( adanya KHI dapat

.......... 1 ] pertentangan dan
gh.],]aagkan pikiran

cper T P eTSC H peisoa dmmak harus

la egara yang

Var1able

ng bagian dari

i

hukum yang

ang d1 a i (sumber) nilai-nilai

m I@&P} memberikan perlindungan
man batin bagi

hukum dan ketentram masyarakat, karena ia menawarkan
simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu

yang sacral. la juga mengakomodasi berbagai pandangan dan aliran pemikiran

¥ Imanuddin. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Sebagai Normative Considerations
Hakim Pengadilan Agama, jurnal waqfea (2020)

64



dibidang figh yang secara sosiologis memiliki daya pesan dan daya layak
untuk dilaksanakan oleh warga masyarakat yang memerlukannya.38

Mengenai fungsi KHI, secara singkat KH. Hasan Basry menyebutnya

sebagai kompilasi untuk menuju kodifikasi. Dikatakannya pula bahwa

dlcanangkan kalau nanti berhasil

dikodifikasi &gr&,\ han Undang- ran oleh pemerintah kita

% g} angat bagus bagi

jelas %,p
' 39
pef%u 0 nasional yang Sel \ it bakan.™ Berbeda
/ & anul satakan ; %kita lakukan

Kompilasi Hukum Isla

0 lapz pat,j.ahm masalah

Eh ..................... L bt SO 3 b@; kodifikasi.
aru,*u mengubah

yahv ] an. ad pilasi um Islam, maka

para ha gan ten ukum hukum yang

wum dan bahasa arab (kitab

kuning) akan lebih mantap da;am penetahuannya tenatang hak dan kewajiban-

harus dltetapk agi

kewajiban menurut hukum Islam, terutama hukum Islam yang telah menjadi

% Jurusan Syari and Stain Manado, ‘Eksistensi, Kompilasi, Hukum Islam’, Jurnal limiah As-
Syir’ah, 2006, 1-15.

%% Hasan Basry, Perlunya Kompilasi Hukum Islam, (Mimbar Ulama No. 104 th. X April
1986), h. 61
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hukum positif, yaitu Islam yang telah menjadi hukum positif, yaitu hukum
Islam yang telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Ringkasnya, dapat dikatakan bahwa tujuan Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia adalah untuk merumuskan dan mempositifkan hukum Islam secara
konkrit dan sistematis dalam kitab_hukum, juga untuk dijadikan sebagai
landasan pe@f‘?&h&nﬁlag Q@an Pengadilan Agama serta

tian% yang lebih seragam

sekali n da

*0 M. Yahya Harahap, “Tujuan Kompilasi Hukum Islam”, Dalam IAIN Syarif Hidaytullah,
Kajian tentang berbagai masalah kontemporeei (Jakarta : Hikmah Syahid Indah,1988), hal 91
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